
BUPATI PURWORT.'O
PROVINSI JAUIA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 2s ItHUt{ &X,5

TtrNTANG

KODtr ETIK PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

Mengingat

BUPATI PURWOREJO,

bahwa da-lam rangka menjaga martabat dan
kehormatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purworejo serta untuk
meiaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a.
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2OO4 tentalg
Pembinaal Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri
Sipi1, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode
Etik Perilaku Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purworejo;

1. Pasa-l 18 ayat (6) Undang-Undalg Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun L945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201.4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2OO4
tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4
Nomor 141, Tambahan Lembaran I,legara Republik
Indonesia Nomor 44491;

I
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PERILAKU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURWORE.IO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Purworejo.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pernerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Satuan Kerja Perangkat Daerah seLanjutnya disingkat SKPD ada-lah
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD
adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Purworejo.

7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo.

8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut
Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Purworejo

9. Pegawai Negeri Sipil lrsng selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang bertugas di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

1O. Kode Etik Perilaku ad.alah pedoman sikap, tingkah laku, dan
perbuatan PNS di dalarn melaksanakan fi.rgasnya dan pergaulan
hidupnya sehari-hari.

11. Majelis Kode Etik Perilaku Pegawai Negeri Sipil Kabupaten
Purworejo yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik Perilaku
adalah iembaga non struktural yang dibentuk oleh Bupati untuk
melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan
pelanggaran kode etik perilaku yang dilakukan oleh PNS.

12. Sekretariat Majelis Kode Etik Perilaku Pegawai Negeri Sipil
$abupaten Purworejo yang selanjutnya disebut Sekretariat Majelis
Kode Etik Perilaku adalah lembaga non struktural yang bertugas
membantu Majelis Kode Etik Perilaku dalam melakukan tindak
lanjut proses penegakan, pelaksanaan serta menyelesaikan
pelanggaran Kode Etik Perilaku yang dilakukan oleh PNS.



13. Pelanggaran adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan
PNS yang bertentangan dengan Kode Etik Periiaku.

14. Pelapor adalah seseorang karena hak atau kewajibannya
berdasarkan peraturan perundang-undangan harus
memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah
danlatau sedang adanya peristiwa pelanggaran Kode Etik Perilaku.

15. Pengadu adalah seseorang yang memberitahukan disertai
perminta.an kepada Pejabat yang Berwenang untuk menindak PNS
yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik Perilaku.

16. Terlapor adalah PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik
Perilaku.

17. Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna
kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaral Kode Etik
Perilaku yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami
sendiri.

18. Laporan ada1ah pemberitahuan secara tertulis yarrg disampaikan
kepada Pejabat yang Berwenang perihal sedang dan/atau telah
terjadi pelanggaran Kode Etik Periiaku.

19. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan/atau tertulis
yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada
Pejabat yang Berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap
pelanggaran Kode Etik Perilaku.

20. Pejabat yang Berwenang adalah Bupati selaku Pejabat Pembina
Kepegawaian Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk.

21. Rehabilitasi adalah upaya atau tindakaa untuk memulihkart
kehormatan dan nama baik terlapor yang berdasarkan hasil
pemeriksaan Majelis Kode Etik Perilaku tidak terbukti
kesalahannya.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Kode Etik Perilaku adalah untuk memberikan
pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dal ucapan bagi PNS dalam
melaksalakan tugasnya serta pergaulan hidup sehari-hari.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Kode trtik Perilaku adalah untuk:
a. menjaga martabat dan kehormatan PNS.
b. mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;
c. meningkatkan disiplin baik dalam peiaksanaan tugas maupun

hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
d. menjamin kelancaran da-lam pelaksanaan tugas dan suasana kerja

.yang harmonis dan kondusif;
e. -meningkatkan kualitas kerja dan perilaku PNS yang profesional;

dan
f. meningkatkan citra dan kinerja PNS.



BAB II

NILAI-NILAI DASAR

Pasal 4

Nilai-Nilai dasar yang ha-rus dijunjung tinggi oleh PNS meliputi:
a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia dan laat dalam memegang teguh ideologi Pancasila dart

mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 serta pemerintahan
yang sah;

c. mengabdi kepada Negara dan masyarakat Indonesia;
d. meningkatkan efektivitas sistem pemerinta-tran yang demokratis

sebagai perangkat sistem karier;
e. menjalankan tugas secara professional, tidak memihak dan

mendorong kesetaraan da-lam pekerjaan guna menciptakan
lingkungan kerja yang nondisl<riminatif ;

f. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, berkemampuan
dalam rnela.ksanakan kebijakan dan program pemerintah serta
membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;

g. menghargai komunikasi, konsultasi, kerjasama dal mendorong
kinerja pegawai guna pencapaian hasii;

h. memberikan layanan secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat,
berdayaguna, berhasil guna, santun dengal menjunjung tinggi
staldar etika yang luhur serta mempertalggungjawabkan tindakan
dan kineianya kepada publik.

BAB IIi

KODE trTIK PERILAKU

Pasa-l 5

Setiap PNS dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan
sehari-hari wajib bersikap, berperilaku dan berpedoman pada etika,
meliputi:
a. etika dalam bernegara;
b. etika da-lam berorganisasi
c. etika dalam bermasyarakat;
d. etika terhadap sesama PNS; dan
e. etika terhadap diri sendiri.

Pasal 6

Etika dalam bernegara sebagaimala dimaksud da-lam Pasal 5 huruf a
mellputi:
a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar

1945;
b. mengangkat harkat dan martabat
c. menjadi perekat dan pemersatu

Republik Indonesia;

bangsa dan negara;
bangsa dalam Negara Kesatuan



d.

e.

menaati semua peraturan perundang-undangan dalam
melaksanakan tugas;
akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek
kolusi, korupsi dan nepotisme;
tanggap, terbuka, jujur dan akurat, serta tepat waktu dalam
melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara
secara efisien, efektif dan bertanggungjawab;
tidak memberikan kesaksian paisu atau keterangan yang tidak
benar.

Pasal 7

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud da,lam Pasal 5
huruf b adalah:
a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan

organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
b. menjujung tinggi kehormatan institusi dalam pelaksanaan tugas

kedinasan maupun di luar kedinasan;
c. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-

undangan;
d. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang

berwenang;
e. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan perintah sesuai

dengan tata cara dan peraturan yang berlaku;
f. tidak menyam.paikan Can menyebarluaskan informasi yang bersifat

rahasia nait tiarena sifat maufun perintahnya kepada orang lain
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

g. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status,
kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari
keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;

h. menunjukkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketulusan
dan lier,vibawaan 

- dalam pelaksanaan tugas untuk tujuan
organisasi;
membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit keda lain yang
terkait dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;
memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;

. mengernbangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam
rangka peningkatan kinerja organisasi;

n. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 8
I

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
hurr:f c meliputi:
a. mewujudkan pola hidup sederhana;
b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa

pamrih, serta tanpa unsur pemaksaan;

f.

ob'

h.

1.

j.

k.
1.

m



C. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adii serta
tidak diskriminatif;

d. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan,
laporal serta pendapat dari lingkungan masyarakat;

e. berperan aktif dalam kegiatan sosial masyarakat untuk kepentingan
masyarakat umum;

f. menunjukan sikap keteladalan dan kewibawaan dalam kehidupan
bermasyarakat;

g. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam
melaksanakan tugas.

Pasal 9

Etika terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf d meliputi:
a. menghormati dan menjujung tinggi toleransi antar sesama, suku

dan umat beragama f kepercayaa:n;
b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS;

c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertika-l
maupun horisontal da1am suatu unit kerja, instansi, maupun antar
instansi;

d. menghargai perbedaan pendapat;
e. menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS;
f. menjunjung tinggi kesetaraan gender;
g. menjaga clan menjalin kerja sarna yang kooperatif sesama PNS;

h. berhimpun d.a-lam satu wadah Korps Pegawai Repubiik Indonesia
yaxg menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua PNS

da-lam memperjuangkan hak-haknya.

Pasal 10

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf e meliputi:
a. jujur terhadap diri sendiri;
b. t-erbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
c. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusal;
d. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun

golongan;
e. berinisiatif untuk meningkatkan kua-litas pengetahuarl,

kemampuan, keterampilan dan sikap;
f. memiliki daya juang yang tinggi;
g. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
h. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
i. lberpenampilan sederhana, rapih dan sopan;
j. tidak mengucapkan perkataan maupun meiakukan perbuatan yang

dapat menurunkan harkat dan martabat sebagai pribadi maupun
PNS.



BAB IV

MAJBLIS KODE BTIK PERILAKU

Pasal 1 1

(1) Dalam rangka penegakan Kode Etik Perilaku dibentuk Majelis Kode
Etik Perilaku yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Keanggotaan Majeiis Kode Etik Perilaku paling sedikit 5 (lima)
orang terdiri atas:
a. 1 (satu) orarrg Ketua merangkap anggota;
b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
c. paling sedikit 3 (tiga) orang sebagai anggota.

(3) Dalam hal anggota Majelis Kode Etik Periiaku lebih dari 5 {lima}
orang maka jumlahnya harus ganjil. :

(a) Pangkat dan jabatan anggota Majelis Kode Etik Perilaku tidak boleh
lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa.

Pasal 12

(1) Majelis Kode Etik Perilaku mempunyai tugas:
a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran

Kode Etik Perilaku;
b. membuat rekomendasi untuk disampaikan kepada Bupati atas

pemberian sanksi mor:al dan/atau tindakan administratif; dan
c. menyampalkan keputusan hasil sidang majelis kepada Bupati.

(2) Majelis Kode Etik Perilaku dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a. memanggil Terlapor untuk didengar keterangannya
b. memanggil Pelapor/Pengadu dan/atau Saksi untuk didengar

keteranga.nnya glrna kepentl ngan pemeriksaan;
c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor atau

saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan
pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor;

d. memutuskan/menetapkan Terlapor terbukti atau tidak terbukti
melakukan pelanggaran Kode Etik Perilaku;

e. memutuskan/menetapkan sanksi kepada Terlapor yang terbukti
melakukan pelanggaran Iftde Etik Perilaku; dan

3 f. merekomendasikan sanksi moral darrl atam tindakan
adminsitratif.

(3) Dalam rnelaksanakan ttrgas dan wewenang, Majelis Kode Etik
Perilaku mengedepankan asas praduga tak bersalah.



Pasa-l 13

(i) Ketua Majelis Kode Etik Perilaku rnempunyai tugas dan wewenang:
a. melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis Kode trtik

Perilaku untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang majelis
dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan
pelanggaran Kode Etik Perilaku;

b. menentukan jadwal sidang majelis;
c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
d. memimpin jalannya sidang;
e. menjelaskan a-lasan dan tujuan persidangan;
f. memutuskan hasil sidang dengal mempertimbangkan

saran/pendapat dari anggota majelis dal hasil pemeriksaan
Terlapor, Pelapor/ Pengadu dan I atau Saksi;

g. menandatangani keputusan hasil sidang;
h. membacakan keputusan hasil sidaag; dan
i. menandatangani berita acara sidang.

(2) Sekretaris Mqjelis Kode Etik Perilaku mempunyai tugas dan
wewenang:
a. rnenyiapkan administrasi keperluan sidang;
b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada Terlapor,

Pelapor/ Pengadu danlatau Saksi yarrg diperlukan;
menyusun berita acara sidang;
menyiapkan keputusan hasil sidang;
rnenyampaikan keputusan hasil sidang kepada terlapor dan
Bupati;

f. membuat dan mengirimkan pemberitahuan keputusan hasil
sidang kepada atasan Terlapor; dan

g. menandatangani berita acara sidang.

(3) Anggota Majelis Kode Etik Perilaku mempunyai tugas dan
wewenang:
a. rnengajukan pertanyaan kepada Terlapor, Pelapor/Pengadu

dan/atau Saksi untuk kepentingan pemeriksaaan;
b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis Kode Etik Periiaku

baik diminta maupun tidak;
c. mengikuti seluruh kegiatarr persidangan termasuk melakukan

peninjauan di lapangan; dan
c1. menandatangani berita acara sidang.

Pasal 14

(1) Untuk membantu tugas-tugas Majelis Kode Etik Perilaku dibentuk

aSekretariat Mqjelis Kode Etik Perilaku yang ditetapkan dengan
Keputusan Kepala BKD.

(2) Sekretariat Mqjelis Kode Etik Perilaku berkedudukan di BKD.

C,

d.
e.



(3) Sekretariat majelis Kode Etik Perilaku mempunyai tugas:
a. rnenerima pelimpahan berkas laporan/ pengaduan pelanggaran

Kode Etik Perilaku dari SKPD;
b. mengusulkan pembentukan Majelis Kode Etik Perilaku kepada

Bupati;
c. menyusun jadwal pelaksanaan sidang pemeriksaan laporanf

pengaduan pelanggaran Kode Etik Perilaku;
d. memberikan dukungan teknis dan administrasi pelaksanaan

tugas Majelis Kode Etik Perilaku.

(4) Dalarn melaksanakaa tugas, Sekretaris Mqielis Kode Perilaku dapat
meminta saran/ pendapat kepada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Purworejo dan/ atau SKPD/ institusi terkait.

BAB V

PENEGAKAN KODE ETIK PERILAKU

Bagian Kesatu
Sanksi

Pasal 15

(1) Terlapor yang terbukti melanggar Kode Etik Perilaku dikenakan
sanksi moral

(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secafa
tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat yang Berwenang berdasarkan
rekomendasi dari Majelis Kode Etik Perilaku.

(3) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus menyebutkan jenis pelanggaran Kode Etik Perilaku
yang dilakukan oleh PNS.

Pasal 16

(1) Sanksi moral sebagairnana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)

berupa:
a. pernyataan secara terbuka atau
b. pernyataan seca"ra tertutup.

(2) Perrryataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

-huruf a dilakukan dengan cara diumumkan pada saat apel/forum
'resmi PNS atau ditempel pada papan pengumuman resmi SKPD.

(3) Pernyataan $ecara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh
Pejabat yang Berwenang dan atasan langsung terlapor.



(1)

(2)

(4) PNS yaxg diberikan sanksi mora-l sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus menindaklanjuti dengan membuat pernyataan
permohonan maaf dan penyesalan.

Bagian Kedua
Tindakan Administratif

Pasal, 17

Selain dikenakarr sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1) PNS yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Perilaku
dapat dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-
undangan berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik Periiaku.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penegakan Kode Etik Perilaku

Pasal 18

Laporan danl atau Pengaduan pelanggaran Kode Etik Perilaku
diperiksa dan diselesaikan oleh Majelis Kode Etik Perilaku dalam
waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan
pelimpahan berkas Laporan dan/ atau Pengaduan dari SKPD.

Laporan danl atau Pengaduan seLragaimana dimaksud pada ayat
(1) diqiukan secara:
a. lisan d.engan disertai identitas yang jelas oleh Pelapor/Pengadu

dan petugas penerima laporan; atau
b. tertulis yang ditandatangani oleh Pelapor/Pengadu dengan

Cisertai identitas yangjelas.

Penerimaan Laporan d,anl atau Pengaduan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksalakan oleh semua SKPD.

Pasal 19

( 1) Laporan dan I atau Pengaduan sebagaimana dimaksud da-lam
Pasal 18 ayat (2) yang dapat ditindaklanjuti adalah Laporan danl
atau Pengaduan yang didukung dengal bukti yang diperlukan.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan yang
dilakukan di SKPD diperoleh dugaan kuat bahwa Laporan dan/atau
Pengaduan termasuk daiam kategori pelanggaran Kode Etik
,Perilaku, maka Kepala SKPD mengirimkan berkas laporan
fd.uolutu, pengaduan beserta hasil pemeriksaan pendahuiual
kepada Sekretariat M4jelis Kode Etik Perilaku.

(3)



Pasal 20

(1) Berdasarkan peiimpahan berkas Laporan dan/ atau Pengaduan
pelanggaral Kode Etik Perilaku dari SKPD, Sekretariat Majelis Kode
Etik Perilaku melakukan penelaahan dan identifikasi terhadap
berkas Laporan dan I atau Pengaduan.

{2) Hasil penelaahan dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebagai dasar pengajuan usulan pembentukan Majelis Kode
Etik Perilaku kepada Bupati.

Pasai 2 1

(1) Pemeriksaan dilakukan dalam Sidang Majelis Kode Etik Perilaku
dengan memanggii Pelapor, Terlapor danl atau Saksi.

{2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagairnana dimaksud pada ayat (1):
a. anggota Ma,lelis Kode Etik Perilaku memberikan tanggapal,

sararl, pendapat, alasan daL argumentasi.
b. Sekretaris Majelis Kode Etik Periiaku mencatat dan

mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan
Keputusan Mqjelis Kode Etik Perilaku.

(3) Tanggapan, saran, pendapat, alasan, dan argumentasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.

(41 Pemeriksaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dihadiri paling sedikit 5 (1ima) anggota Majelis Kode Etik
Perilaku.

(5) Pemeriksaan Majelis Kode Etik Perilaku sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 22

(1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa PNS
yang diduga melanggar Kode Etik Perilaku.

(21 Majeiis fbde trtik mengambil keputusan setelah PNS yang
bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

(3) Keputusan Mqjelis Kode Etik Perilaku diambil mela-lui musyawarah
dan mufakat.

(4) Dalam ha1 musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada
layat (2) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan sua-ra
terbanyak.

(5) Anggota Mqjelis Kode Etik Perilaku yang tidak setuju terhadap
keputusan hasil sidang tetap menandatangani keputusan sidang.



{2)

(3)

(6) Ketidaksetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan
dalam berita acara sidang.

(7) Keputusan Majelis Kode Etik Perilaku bersifat final.

Pasa-l 23

(1) Sidang pengambilan keputusan pelanggaran Kode Etik Perilaku
dilaksanakan dengan dihadiri Terlapor.

Dalam hal Terlapor tidak hadir setelah dipanggil secara sah
sebanyak 2 (dua) kali, Majelis Kode Etik Perilaku tetap
melaksanakan sidang pengambilan keputusan dengan tanpa
dihadiri Terlapor.

Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
tertulis dengan tenggang waktu antara surat panggilan kesatu dan
surat panggilan kedua adalah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal24

Majelis Kode Etik Perilaku menyarnpaikan keputusan hasil sidang
pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Perilaku kepada:
a. PNS yang bersangkutan yang diduga melakukan pelanggaran Kode

Etik trerilaku;
b. Pejabat yang Berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi

moral dan/atau sanksi lainnya kepada PNS yang bersangkutan.

Pasal 25

Dalam hal berdasarkan hasil sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran
Kode Etik Perilaku, tidak terbukti adanya pelanggaran, Majelis Kode
Etik Perilaku d.apat merekomendasikan pemberian sanksi moral bagi
pelapor/ pengadu apabila pelapor/ pengadu berstatus sebagai PNS.

Pasal 26

Format laporan lisan, laporan tertulis, berita acara pemeriksaan dan
surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat.(2), Pasal
2t ayit 15) dan Pasal 23 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VI

TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU DAN SAKSI

Pasal 27

(1) Terlapor berhak:
a.. mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik Perilaku

sebelum pelaksanaan sidang;
b. menerima salinan berkas laporan/pengaduan baik sendiri-

sendiri rnaupun bersama-sarna paling lambat 3 (tiga) hari kerja
sebelum dilaksanakan sidang;



c. mengajukan pembelaan;
d. mengajukan saksi da-lam proses persidangan;
e. menerima salinan keputusan sidang paling lambat 3 (tiga) hari

kerja setelah keputusan dibacakan; dan
f. mendapatkan perlindungan administratif.

(2) Terlapor berkewajiban:
a. memenuhi panggilan sidalg;
b. menghadiri sidang;
c. menjawab semua pertan;'aan yang diajukan oleh Ketua dan

Anggota Majelis Kode Etik Perilaku;
d. memberikan keterangan untuk memperlarcar jalannya sidang

Majelis Kode Etik Periiaku;
e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode

Etik Perilaku; dan
f. berlaku/ bersikap sopan.

Pasal 28

(1) Pelapor/Pengadu berhak:
a. mengetahui tindak lanjut laporan/pengaduan yang

disampaikan;
b. mengqjukan saksi da-lam proses persidangan
c. mendapatkan perlindungan;
d. mendapatkan salinan berita acarapemeriksaan; dan
e. mendapatkan perlindungan administratif.

{21 Peiapor/ Pengadu berkewajiban :

a. memberikan Laporanl pengaduan yarrg dapat
dipertanggu ngj awabkan ;

b. menjaga kerahasiaan laporanl pengaduan yang disampaikan
Bupati;

c. memenuhi semua panggilan;
d. memberikan keterangan untuk memperlalcar jalannya sidang

ME'elis Kode trtik Perilaku;
e. memberikan identitas secara jelas; dan
f. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oieh Majelis Kode

Etik Perilaku.

Pasal 29

(1) Saksi berhak mendapat perlindungan adminsitratif terhadap
keterangan yang diberikan.

(2) Saksi berkewqjiban:
a. memenuhi semua panggiian;
b. menghadiri sidang;

lc. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode
Etik Perilaku;

d. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang
diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;

e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode
Etik Perilaku; dan

f. berlaku/bersikap sopan.



(1)

{21

BAB VII

RBHABILITASI

Pasal 3O

Apabila PNS tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik
perilaku pNS berdasarXan keputusan traiit pemeriksaan Mqlelis

KodeEtikPerilaku,wqiibdirehabilitasinamabaiknya.

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (U ditetapkan

dengan Keputusan Majelis Kode Etik Perilaku'

BAB VIII

KETBNTUAN PENUTUP

Pasal 3 1

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggai diundangkan'

Agar setiap orang merrgetahuinya, memerintahkan pengundangart

peraturan Bupati ini dengan pelempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Purworejo.

di Purworejo
$ 0ktrbcr 2f$

OREJO,

Diund
pada tan L5

SEKRET UPATEN PURWOREJO,
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gilNItA DAERAH KABUPATEN PURWCREJO
g;HnN 2"L5 NoMoR 29 sERI& NoMoR 23
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LAMPIRAN
PtrRATURAN BUPATI PURWORBJO
NOMOR ES EII{JH ES$
TtrNTANG
KODE ETIK PERILAKU
PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURWOREJO

FORMAT LAPORAN/ PENGADUAN LISAN,
LAPORAN/ PENGADUAN TERTULIS, SURAT PANGGILAN DAN

BERITA ACARA PEMERiKSAAN PENEGAKAN KODE ETIK PERILAKU

A. FORMAT LAPORAN/PENGADUAN LISAN

KOP

LAPORAN/ PENGADUAN LISAN
NOMOR:

IDENTITAS PtrLAPOR
Nama
NIP
Pangkat/Gol Ruang
Jabatan
Unit Kery'a

IDENTITAS TERLAPOR
Narna
NIP
PangkatlGol Ruang
Jabatan
Unit Kerja

Nama dan Alamat Saksi:
1 . Alamat ........;
2. ...,A1amat......... ...--.--.---;

Isi laporan:

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di .

I

Pegawai Penerima Laporan,

P.rrworejo

Pelapor,



B. FORMAT LAPORAN/PENGADUAN TERTULIS

LAPORAN/ PENGADUAN TERTULIS
NOMOR:

IDENTITAS PELAPOR :

Nama :

NIP
Pangkat/ Gol Ruang
Jabatan
Unit Kerja

IDENTITAS TERLAPOR :

Nama
NIP
Parrtgkat/Gol Ruang
Jabatan
Unit Kerja

Isi laporan:

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di ..........

Prrrworejo,....

Pelapor,

I



C. FORMAT SURAT PEMANGGILAN

KOP

Dengan
Nama
NiP

SURAT PEMANGGILAN
NOMOR:

ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:

PangkatlGol Ruang
Jabatan
Unit Kerja

Untuk menghadap pada:
Nama
NIP
Pangkat/Gol Ruang
Jabatan
Unit Kerja

Pada:
Hari dan Tanggal
,.Iam
Tempat
Unit Kerja

Untuk diperiksa ldimintai keteranganl sehubungan dengan dugaan
peianggaran kode etik perilaku PNS"-)

Demikian untuk dilaksanakan.

Purworejo

Sekretaris Majelis,

TEMBUSAN:
1. Atasan I-angsung;
2. Ketua Majelis ;

3. ..........

*) Coret yang tidak perlu
.-) Tulislah pelanggaran kode etik perilaku yang diduga dilakukan PNS



D. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

KOP

Pada hari
1. Nama

NIP
Pangkat/Gol
Jabatan

2. Nama
NIP
Pangkat/Gol
Jabatan

3. Dst

Berdasarkan wewenang
melakukan pemeriksaan

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
NOMOR:

ini ......... tanggal ......... bulan ....... tahun ..'.. saya/Majelis 1:
.,

:

Ruang :

: Ketua/Wakil Ketua/ Sekretaris")

:

:

Ruang :

: Wakil Ketua/ Sekretaris/Anggota-)

yang ada pada sayal Surat Perintahl telah
terhadap:

Nama
NIP

Jabatan :

Karena yang bersangkutan diduga teiah melakukan peianggaran terhadap
ketentuan Pasal .... ayat ...... -angka huruf Peraturan Bupati
purworejo Nomor .... Tahun ..... tentang Kode Etik Perilaku Pegawai Negeri

Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo'

1. Pertanyaart
Jawaban

Z. Pertartyaan
Jawaban

3. Pertanyaan
Jawaban

+. Dst

Setelah selesai Berita Acara Pemeriks;ran dibuat, kemudian dibacakan
kembali kepada yang diperiksa dalam bahasa yang mudah dimengerti
olehnya selanjutnya yang diperiksa menyatakan setuju dan membenarkart
se*ua keterangan yang diberikan, untuk menguatkannya membubuhkan
tanda tfrgannya dibawah ini.



riksaan ini dibuat dengan sebenarnya

mengingat atas kekuatan sumpah jabatan- yang sekarang ini kemudian

ditutlup?an ditandatangani di Furworejo, pada tanggal tersebut di atas'

Yang DiPeriksa, Yang Memeriksa'

2.

Keterangan:
-) Diisi jibatan yang melakukan pemeriksaan dalam Majelis Kode Etik Perilaku.

RWOREJO,

t

ZAIN

i:l

t;




